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NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG

PATAK PENGAMBILAN DAN PENGOILAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEBO

a. bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Tebo, dipandang perlu
meningkatkan  Penyelenggaraan  Pemerintahan, Pelaksanaan
Pembangunan, dan Pembinaan kemasyarakatan guna menjamin
Perkembangan dan kemajuan Daerah pada masa mendatang;

b.  bahwa untuk menjamin Perkembangan dan kemajuan Daerah pada
masa mendatang, dipandang perlu menggali Pendapatan Ash
Daerah dalam Kabupaten Tebo;

¢. bahwa dalam rangka menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD)
dalam Kabupaten Tebo Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan
Galian Golongan C merupakan salah satu sumber Pendapatan
Daecrah;

d. bhahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, b dan ¢ di
atas perlu menetapkan Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan
Galian Golongan C dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo.

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timmur (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903)
Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tcbo, Kabupaten Muaro Jambi
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun

999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);

-

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan
I.embaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Vidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209); .

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
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12.

13.

14.

Undang-undang Nomor 18 Tabun 1997 tentang Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); Juncto Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Dacrah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4048);

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pcnagxhan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Undang-undang nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3848),

Peraturan Pemerintah Nowor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3691);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952), :

Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tekhnik
Penyusunan Peraturan  Perundang-undangan dan  Bentuk
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 70);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1983 tentang
Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemnungutan Pajak Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Dacrah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 Tentang
Sistim dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah dan Penerimaan

Pendapatan lain-lain.



Menetapkan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TEBO
MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG
PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C
BAB1
Pasal 1
Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :
a. Kabupaten adalah Kabupaten Tebo
b. Pomerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
¢. Bupati adalah Bupati Tebo;
d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo;

e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Tebo,

f. KASDA adalah Kas Daerah Kabupaten Tebo;

g. Pcjabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang
Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan
yang herlaku.

h. Pajak Galian Golongan C dan Pengolahan Bahan Galian C yang
sclanjutnya discbut Pajak adalah pungutan atas pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C;

i1 Bahan Galian Golongan C adalah Bahan Galian Golongan C
sobagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku;

j- Eksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah pengambilan Bahan
Galian Golongan C dari sumber alam didalam dan atau permukaan
bumi untuk dimanfaatkan;

k. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat
SPTPD adalah surat yang digunakan olch wajib pajak untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terntang
menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah,



Surat Setoran Pajak Dacrah yang sclanjutnyan disingkat SSPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan
pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah
atzu ke temupat lain yang ditetapkan oleh Bupati;

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD
adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak
yang terutang;

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan
besamya jumiah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumliah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi
dan jumlah yang masih harus dibayar;

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar Tambahan vang
sclanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak vang telah ditetapkan:

. Surat Ketetapan Pajak Daerah lLebih Bayar yang sclanjutnya
disingkat SKPDI.B adalan surat keputusan yang menentukan
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit lebih besar dari
pajak yang terutang atau tidak scharusnya terutang;

. Surat Ketetapan Pajak Dacrah Nihil yang sclanpuinya disingkat
SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak
yang terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak, atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan untuk tagihan pajak atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

BABI
NAMA, OBYEK DAN SURYEK PAJAK

Pasal 2

(1) Dengan nama pajak Pengambilan dan Pengolahan Galian

Golongan C dipungut Pajak atas kegiatan cksploitasi;

(2) Obyek Pajak adalah kegiatan ekploitasi Bahan Galian Golongan C;

(3) Bshan Galian Golongan C sebhagaimana dimaksud pada ayat (2)

mcliputi :

a. Asbes

b. Batu tulis

¢. Batu setengah permata;
d. Batu kapur;



Batu apung;
Batu permata;
Bentonit;
Dolomit;
Feldspar

Garam batu (halite);
Grafit;

Granit;

. Gips;

Kalsit;

Kaohn;

Leusit;
Megnesit;

Mika;

Marmex;

Nitrat;
Opsidican;

Oker;

Pasir dan kerikir;
Pasir kuarsa;
Perdit;

Fosfat;

aa. Talk;

ab. Tansh serap (fuller carth);
ac. Tanah diatome;
ad. Tanah liat;

ae. Tawas (alum);
af. Tras;

ag. Yarosit;

ah, Zeolit.
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Pasal 3

(1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atan badan yang
mengeksploitasi atau mengambil Bahan Galian Golongan C;

(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atay badan vyang
menyelenggarakan eksploitasi Bahan Galian Golongan C.

BABII
DASAR PENGENAAN TARIF PAJAK
Pasal 4

(1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil eksploitasi Bahan
Galian Golongan C,;

(2) Nilai Jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan
mengalikan volume/tonase hasil ekploitasi dengan nilai pasar atau
harga standart masing-masing jenis Bahan Galian Golongan C;

(3) Nilai pasar scbagaimana dimaksud pada ayat (2) pada masing-
maging jenis Bahan Galian Golongan C ditetapkan secara periodik
olah Bupati scsuai dengan harga rata-rata yang berlaku dilokasi
setempat;



(4) Harga Standart sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Instansi yang berwenang dalam bidang penambangan Bahan
(Galian Golongan C;

Pasal 5

Besamya tarif pajak ditctapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

BABIV

WILAY AH PEMUNGUTAN DAN
CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6
(1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah;
(2) Besarnya Pajak terutang dibitung dengan cara mengalihkan Tarif
Pajak sebagaimana dalam pasal 5 dengan dasar Pengenaan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.
BABYV
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 7
Masa Pajak adalah jangka wakiu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.
Pasal 8

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat kegiatan eksploitasi
Bahan Galian Golongan C dilakukan.

Pasal 9

(1) Sctiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD,

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan
jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak
atau Kuasanya.

(3) SPTPD scbagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan kepada
Bupati selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setclah
berakhimya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan olch Bupati



BABVI

TATA CARA PERHITUNGAN
DAN PENETAPAN PAJAK

Pasal 10

(1) Berdasatkan SPTPD scbagiamana dimaksud dalam pasal 10 ayat
(1), Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

(2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau
kurang dibavar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sgpak SKPD diterima, dikenakan sanksi sebesar 2 % (dua
persen) schulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 11

(1) Wajib Pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana
dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) digunakan untuk menghitung
dan menctapkan pajak sendiri yang terutang,

(2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun scsudah saat terutangnya
pajak, Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB
b. SKPDKBT
c¢. SKPDN

(3) SKPDKB scbagaimana dhmaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:

a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau ketcrangan lain
pajak vang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 % (dua persen)
scbulan dihitung dari pajak yang kurang atau teriambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dihitung scjak saat terutangnya pajak.

b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan dan telah ditegur sccara tertulis, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) scbulan
dihitung dari pajak vang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
scjak saat terutangnya pajak.

¢. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi pajak yang
terutang dibitung secara jabatan dan dikenakan sanksi
administrasi berupa kenaikan scbesar 25 % (dua puluh lima
persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa
bunga scbesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling
lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat
terutangnya pajak.



(4) SKPDKBT scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huuf b
diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula
belum terungkap yang menyecbabkan penambahan jumiah pajak
yang  terutang, akan dikenakan sankei administrasi berupa
kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan
pajak tersebut.

(5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ diterbitkan

@abilajpmlahpajakyangtcnnangmabmyadmgmjmﬂah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan
SKPBKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b
tidak atau tidak scpenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang
telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah
dengan sanksi administrasi berupa bungz 2 % (dua persen)
sebulan.

(7) Penambahan jumlah Pajak yang terutang scbagaimana dimaksud
ayat (4) tidak dikenakan pada wajib pajak apahila melaporkan
sendiri sebelum dilakukan tindak pemeriksaan.

BABVI
TATA CARA PEMBAY ARAN
Pasal 12

(1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Dacrah atau tempat lain yang
dimnjuk oleh Bupati sesnai dengan waktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;

(2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk,
hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah sclambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam wakto vang ditentukan oleh

Bupati,

(3) Pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 13
(1) Pemabayaran pajak harus dilakukan sckaligus atau lunas.

(2) Bupati dapat memberikan peisctujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah
memenuhi persyaratan yang ditentukan;

(3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
harus dilakukan secara toratur dan berturut-turut dengan dikenakan
bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang
belum atau kurang bayar;



{4) Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
menunda pambayaran pajak sampai batas waktu vang ditentukan
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan

bunga sebesar 2 % (dua persen) scbulan dari jumiah pajak yang
belem atau kurang hayar;

(5) Persyaratan untak dapat mengangmur dan menunda pembayaran
serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oich Bupati.

Pasal 14

(1) Setiap pembavaran pajak scbagaimana dimaksud dalam pasal 14
diberikan tanda bukti pembavaran dan dicatat dalam buku
penerimaan.

(2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati.

TBABRVID
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 15

(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang scjenis
scbagai awal tindakan pelaksanaan pengaihan Pajak dikeluarkan 7
(lujuh) han scjak jatuh icinpo pembayaran.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sctclah tanggal surat tcguran
atau surat peringatan atau surat Jain yang sejenis, wajib pajak harus
melunasi pajak yang terutang.

(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yng scjenis
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 16

(1) Apabila jumlah pajak vang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu scbagaimana ditentukan dalam surat teguran
atau surat +peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak
vang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.

(2) Pejabat menerbitkan surat paksa svgera sctelal lowat 21 (dua puluh
satu) hari sejak tanggal surat teguran atan surat peringatan atau
sural lain yang scjcmis.

Pasal 17

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waku
2 x 24 Jam scsudah tanggal pemberitahuan Surat Paksa, Pejabat segera
menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.
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Pasal 18
Setclah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belhun juga melunasi
hutang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal
pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat
mengajukan permuntaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor
T elang Nepara.

Pasal 19
Setelah Kantor lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam dan
tempat pelaksanaan Lelang, jurn sita memberitahukan dengan segera
secara tertulis kepada wajib pajak.

Pasal 20
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipcrgunakan untuk pelaksanaan
penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati.

BARIX

PENGUIRANGAN, KERINGAN AN DAN
PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 21

{1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
pajak sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditetapkan olch Bupati.
BABX

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN,

PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN

ATAU PENGURANGAN SANKST ADMINISTRASL
Pasal 22
(1) Bupati karena jabatan atas permohonan Wayb Pajak dapat:

a. Membetilkan SKPD atau SKPDKB atayu SKPDKBT atau
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan  hituny, dan atau  kekeliruan dalam penerapan
Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajak yang tidak
benar.

¢. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terhutang dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan kesalahannya,
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(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administarsi atas SKPD,
SKPDKD, SKPDKBT, dan STPD scbagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus disampaikan secara tertulis olch Wajib Pajak kepada
Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
tanggai diierima SKPD), SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat
pumohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah
harus memberikan keputusan.

(4) Apabiia setelah iewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
pennoinonan pembetulan, pembaialan, pengurangan ketetapan dan
penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap

BABXI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 23

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan kcboratan hanya kepada Bupati
atau Pejabat atas sesuatu :

SK¥D
SKPDKB
SKPDKBT
SKPDLB
SKPDN

L RS

(2) Permchonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan sccara tertulis dalam Bahasa Indonesia paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKET, SKPDLB
dan SKPDN diierima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib
Pajak dapat memunjukan hahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaaunya.

(3) Bupati atau Pcjabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diterima sudah memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan schagaimana
dimaksud pada ayat (3) Bupali atau Pejabat tidak memberikan
keputusan permohonan keberatan dapat dikabulkan.

(5) Pengajuan keberatan scbagaiman dimaksud pada avat (1) tidak
menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 24
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan bhanding kepada badan
penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan

entalab Aitorion annvs Ponntiican rahosratae
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Pengajuan banding sebagiamana dimaksud pada ayat (1) tidak
menmmda kewajiban membayar pajak.

Pasal 25

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24
atau banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 digabungkan
bagian atau scluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah mmbalan bunga scbesar 2 % (dua persen) sebulan
untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan,

BABXI

PENGEMBALIAN KELEBIIAN PEMBAY ARAN PAJAK

H

)

4

(3

Y

Pasal 26

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat sccara
terulis dan menyebutkan sekurang-kurangnya :

Nama dan alamat wajib pajak;

Masa pajak;

Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
Alasan yang jelas.

SR

Baupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan sgjak dittrimanya permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak sehagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
diberikan keputusan.

» Apabila dalam jangka waktu scbagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilampani Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap
dikabulkan dan SKPDILB harus diterbitkan dalam wakwm paling
lama 1 (satu) hulan.

Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan
pembayaran pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung
diperhitungkan untuk metunas: teriebih dahulu hutang pajak yang
dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat
wakin pahng luna 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB
dengan menerbitkan Surat Perintsh Membayar Kelebihan Pajak
{(SPMKD),

Apabila kelebihan pembayaran pajak dilakukan sctelah lewat
waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitannya SKPDIB Bupati atau
Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)
sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.
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Pasal 27

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang
pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4),
pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti
pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

1)

2

1)

@

BABXII
KADALUARSA
Pasal 28

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah
melampani jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terhutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak
pidana dibidang pajak daerah.

Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :

a. Diterbitan surat teguran dan surat paksa atau;

b. ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung
maupun tidak langsung.

BABXIV
PENYIDIKAN
Pasal 29

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilngkungan Pemerintah
Kabupaten diberi wewenang khusus scbagai Penyidik untuk
melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dacrah sebagaimana
dimaksud dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah agar keicrangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kcbenaran perbuatan yang
dilaknkan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan
Dacrah tersebut;

¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan schubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
Dacrah;
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d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen
lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
Daerah;

¢. Melakukan penggeiedahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan dokumen-dokumen Jain  serta
melakukan penyiiaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyvidikan tindak pidana dibidang perpajakan [aerah;

g Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeniksa wienlitas orang dan atan dokumen yang dibawa
sehagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memoiret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan Daerah,;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j-  Menghentikan penyidikau,

k. Mclakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penvidikan tinda pidana dibidang perpajakan Daerah menurut

hukum yang dapat dipertanggung jawabkan,

Penyidik scbagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penvidikan dan menyampaikan hasil penyidikan
kepada Penuntui Umum, scsuai dengan ketentuan yang diatur
dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 30

Waijib Patak vang karena kealfaannya tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan tidak benar sehingga merugikan kecuangan daerah dapat
di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan
atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumiah pajak yang terhutang.

Wajib Pajak yang dongan scngaja tidak menyampaikan SPTPD
atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan  keterangan tidak benar schingga merugikan
keuangan daerah dapat di pidana dengan pidana penjara paiing
lama 2 (dua) tzhun dan atau denda paling banya 4 (empat) kali
jumiah pajak vang terhutang.
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Pasal 31
Tindak pidana scbagaimana dimaksud dalam pasal 29 tidak dituntut
setelah melampaui jangka waktu 10 (scpuluh) tahun sejak saat
terutangnya pajak atau berakhirmnya masa pajak atau berkahimya bagian
tahun pajak atau berakhimya tahun pajak.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut olch Bupati.

Pasal 33
Peraturan Dacrah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetashuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo

DIUNDANGKAN DI MUARA TEBO
PADA TANGGAL 9 JULI 2001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 12 SERI A NOMOR 6



PENJFI ASAN
PERATURAN DAERAH KEBUPATEN TEBO
NOMOR 12 TAHUN 2001
TENTANG

FAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOILAHAN
BAHAN GALIAN GOLONGAN C

UMUM

Bahwa dengan telah diundangkannya Undang-undang Nomor 18 tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retriousi Dacrah Juncto Undang-undang nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retiibusi Daerah, maka Retribusi Bahan Galian Golongan C
yang semula merupakan Penerimaan Propinsi Jambi, diserahkan kepada
Kabupaten mcijadi Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian
Golongan C.

Sejalan dengan im, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor
19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 170 tahun 1997 icniang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah,
maka untuk tertib dan lancarnva pengelolahan Pajak Pengambilan dan
Pengolahan Bahan Galian Golongan C perlu diterbitkan Peraturan Dacrah baru
sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan dewasa ini, karena pajak
tersebut merupakan Pajak Dacrah vang cukup Potensial sebagai sumber
pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah,

Sehubungan dengan ity untuk memberi landasan hukum yang kuat dan
Jjelas, perlu ditetapkan dongan suaiu Peraturan Daerah,
PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan kegiatan cksploitasi Bahan Galian Golongan C adalah
pengambilan Bahan Galian Golongan C sumber alam didalam dan atau

Ayat (3)
Cukup jelas



Pasal 3
Culkup jelas

Pasal 4
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan nilai pasar adalah harga rata-rata yang berlaku
dilokasi setempat diwiiayah daerah yang bersangkutan apabila nilai pasar dari
hasil produksi Bahan Galian Golongan C sulit diperoleh, maka digunakan harga
standart yang ditetapkan oleh  instansi  yang  berwenang  dalam  bidang
penambangan Bahan Galian Golongan C

Ayat (3) dan (4)
Cukup jelag

Pasal S 8/d pasa! 10
Cukup jelas

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jclas

Ayat (2)

Ketentnan avat ini memberi kewenangan kepada Bupati wntuk dapat
menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat ketetapan Pajak Nihil hanya terhadap
kasus-kasus tcrtentu scperti terschut dalam avat ini. dengan perkataan lain hanya
terthadap Wajib Pajak terfenmt vang nyata-nvata atan berdasarkan hasil
pemeriksaan tidak memenubi kewajiban formal atau kewajiban material.

Comtoh :

1. Seorang wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah
pada tabun pajak 1998 cetelah ditegnr dalam jangka waktu tertentu juga helum
menyampaikan surat pemberitahuan pajak daerah, maka dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) tahun Bupati dapat menerhitkan Surat Ketetapan Pajak
Dacrah Kurang Bayar Atas Pajak Tenutang.

2. Seorang wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah pada
tahun pajak 1998 dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tabun, ternyata
dari hasil pemeriksaan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang disampaikan
tidak benar atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Bupati dapat
menerhitkan Surat Ketetapan Paiak Dacrah Kurang Ravar ditambah dengan
sanksi administrasi

3. Wajib Pajak scbagaimana dimalksud dalam contoh 2 yang telah diterbitkan
surat ketetapan pajak daerah kurang bayar, apaabila dalam jangka waktu
paling lama 5 (lima) tabun sesudah pajak terutang ditermukan data baru dan
atau data vang semula belum terungkap vang menyebabkan penambahan
jumlah pajak terutang, maka Bupati dapat mengajukan Surat Ketetapan Pajak
Dacrah Kurang Bayar Tambahan,



4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Bupati temyata jumlah pajak
terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak , maka Bupati dapat menerbitkan Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil.

Ayat (3)
Hurufadanb

Ayat ini mengatur sanksi terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administrasi berupa bunga
sebesar 2 % (du persen) scbulan dart pajak yang tidak atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lamz2 24 (dua pulub empat) bulan atas pajak yang tidak
atau terlambat dibayw. Savksi adinimsirasi berupa bunga dihitung sejak saat
terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah
Kurang Bayar.

Huruf ¢

Yang dimaksud dengan penctapan pajak secara jabatan adalah penetapan
besamya pajak terutang vang dilakukan oleh Bupaii atau Pejabat yang ditunjuk
berdasarkan data yang ada atau keferangan lain yang dimiliki oleh Bupati atan
Pejabat yang ditinjuk.

Dalam hal wajib pajak tidak memcnuhi kcewajiban perpajakannya
scbagaimana dimaksud pada avat (3) huruf ¢, yaitu wajtb pajak tidak mengsi
surat pemberitahuan pajak dzerzh  yang scharusnva dilakukannya, maka
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan pajak scbesar 25 % (dua puluh
lima persen) dari pokok pajak yang terutang, Dalam kasus ini, maka Bupati
menelapkan pajak vang terutang secara jabatan melalui penerbitan Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar. Selain sanksi administrasi berupa
kenaikan scbesar 25 % (dua puluh Lima persen) dari pokok pajak yang terutang
juga dikenakan jnga dikenakan sanksi administrasi berupa bunga scbesar 2 %
(dua persen) schulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sanksi adminisirasi
berupa bunga dihitung scjak saat terutangrya pajak sampai dengan diterbitkannya
Surat Keietapan Pajak Daerah Kurang Bayar.

Ayat (4)

Dalam hal wajib Pajak tidak memenuhi kcwajiban perpajskannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ini, vaitu dengan ditemukannya data baru
dan ataw data vang semula vang belum terungkap yang berasal dari hasil
pemeriksaan schingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap wajib pajak
dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari
jumlah kekurangan pajak. Sanksi admimirasi ini tidak dikenakan apabila wajib
pajak melaporkannva sebelum diadakannya tindakan pemeriksaan.

Ayat (5) sampai dengan (7)
Cukup jelas

Pagal 12 sampai dengan 21
Cukup jelas



Pasal 22

Ayat (1)

aruf a
Cukup jelas

Huruf b

Bupati karena jabatannya. berlandaskan unsur keadilan dapat
mengurangkan atau membatalkan ketctapan pajak yang tidak benar, misalnya
wajib pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi
persyaratn formal (memasukan surat keberatan tidak pada wakiunya) meskipun
persyaratan material terpenubi.

Huruf ¢
Cukup jelas

Ayat (2) sampai dengan (4)
Cukup jelas

Pasal 23
Ayat (1)

Apabila Wajil Pajak bespendapat bahwa juniah pajak dalam surat
ketetapan pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak
dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati yang menerbitkan surat
ketetapan pajak. Keberatan vang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari
ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang scharusnya dibayar menurut
perhitungan wajib pajak. Satu keberatan haru diajukan terhadap satu jenis pajak
dan satu fahun pajak.

Ayat (2)

Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan dasar atau
bukti bahwa jumlah pajak vang terutang atau pajek lebih bayar yang ditetapkan
oleh fiskus tidak benar.

Ayat (3)

Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus
dan dalam rangka tertib administrasi, oleh karena itu keberatn yang diajukan oleh
wajib pajak haru diberi keputusan oleh Bupati dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak surat keberatan diterima.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)

Ketentuan ini periu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak
menghidarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan
dalib mengajukan keberatan, schingga dapat dicegah terganggunya penerimaan
Dazrah.



Pasal 24
Cukup jelas

 Pasal 25

Imbalan bunga dihitmg sejak “hulan pelunasan sampai dengan

* diterbitkannya surat ketetapan pajak dacrah lebih bayar,

Pasal 26

Bupati sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran
pajak harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu.

Pasal 27

Besarnya imbalan bunga atas ketcrlambatan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dihitung dari batas waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitknnya
surat ketetapan pajak dacrah lebih bayar sampai dengan saat dilakukannya
pembayaran kelebihan.

Pasal 28
Ayat (1)

Saat kadaluarsa penagihan pajak ini perlu ditetapkan untuk memberi.
kepastian hukum kapan hutang pajak tersebut tidak dapat ditagih lagi.

Ayat (2)
Huruf a

Dalam hal diterbit surat teguran dan surat paksa pada kadaluarsa
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan hutang pajak secara langsung adalah-
wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten, yang dimaksud dengan
pengakuan hutang secara tidak langsung adalah wajib pajak tidak secara nyata-
nyata langsung menyatakan bahwa ia mengaku mempunyai hutang pajak kepada
Pemerintah Kabupaten.

Contoh :
- Wajib pajak mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Pajak mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 29
Ayat (1)

Dengan adanya sanksi pidana, diharapkan timbulnya kesadaran wajib
pajak untuk memenuhi kewajibannya.

Yang dimaksud kealfaan bearti tidak, lalai, tidak hati-hati, atau kurang
mengindahkan kewajibannya sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kerugian
keuangan Daerah.



Ayat (2)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang
dilakukan dengan sengaja, dikenakan sanski yang lebih berat dari pada alfa,
mengingat pentingnya pencrimaan pajak bagi Daerah.

Pasal 30

Ketentuan ini dimaksudkan guna memberikan suatu kepastian hukum bagi
wajib pajak, penuntut umum dan hakim,

Pasal 31
Ayat (1)

Penyidik dibidang Pajak Dacrah dalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil
tertenty  dilingkungan Pemerintahan Kabupaten yang diangkat oleh Menteri
Kehakiman sesuai dengan Peraturan Peundang-undangan yang berlaku.

Penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan Daecrah dilaksanakan
menurut ketentuan yang diatur menurut undang-undang nomor 8 tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pelaksanaan,

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayst(3)
Cukup jelas

Pasal 32 dan 33
Cukup jelas



